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WWAALLIIKKOOTTAA  BBAANNJJAARR  
 

PERATURAN WALIKOTA BANJAR 
NOMOR 68 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK  
DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN PERGESERAN  

ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  

 

 

WALIKOTA BANJAR,  
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur tentang ketentuan pergeseran 
anggaran; 

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengenai 
rincian obyek belanja dalam obyek belanja dan antar obyek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, dalam rangka pelaksanaannya perlu diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjar.  

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3455); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran  
Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran  Negara Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Nomor 4287); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
4405); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2006 Nomor 17); 

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran 
Daerah Kota Banjar Tahun 2008  Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar Nomor 6);  

31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 1).   
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERGESERAN 

ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK BELANJA 
BERKENAAN DAN PERGESERAN ANTAR OBJEK BELANJA 
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar 
3. Walikota adalah Walikota Banjar 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah 

8. Organisasi Perangakat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan 
kerja pengelola keungan daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah atau disingkat BUD 

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat 
daerah yang dipimpinnya 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
teknis yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri 
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD.  

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar SPP 

Pasal 2 
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Ruang lingkup keuangan daerah mengenai hak dan kewajiban daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah baik itu penerimaan daerah maupun 
pengeluran daerah termasuk dalam pengelolaan kekayaan daerah 
 

 
Pasal 3 

 
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan walikota ini hanya 
mengatur mengenai pergeseran anggaran dan tata cara pergesaran anggaran. 

 
 

BAB II  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

 
 

Pasal 4 
 
Yang dimaksud dengan Pergeseran Anggaran meliputi : 
a. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan 
b. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan  

 
 

Pasal 5 
 
(1). Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal  4 huruf a dapat dilakukan atas persetujuan  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD) 

(2). Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal  4 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris 
Daerah   

 
 

Pasal 6 
 
(1). Pergeseran Anggaran yang dilakukan atas surat usulan dari pengguna anggaran 

di OPD dengan memberikan alasan-alasan pergeseran dalam program dan 
kegiatan tersebut. 

(2). Prosedur pergeseran anggaran meliputi serangkaian proses evaluasi. 
(3). Proses pergeseran tersebut meliputi pergeseran angggaran kas dan surat 

penyediaan dana (SPD)   
(4). Hasil dari pergeseran tersebut di muat dalam Dokumen Perubahan Penyediaan 

Anggaran (DPPA). 
 

 
BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis 
pelaksanaannya akan diatur kemudian. 
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     Pasal 8 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 
 
 
 
Ditetapkan di Banjar 
Pada tanggal 13 Juli 2009  
WALIKOTA BANJAR, 
 

               ttd 

 

H. HERMAN SUTRISNO. 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

Pada tanggal 13 Juli 2009  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR 

 

           ttd 

 

R.SODIKIN 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR   68 SERI  E 
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PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN 

NOMOR   : 

 

 

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor :...............tentang Pergesean Anggaran, 

kami menyetujui pergeseran anggaran belanja tidak langsung/belanja langsung untuk 

Dinas/Instansi ......................................... 

Dengan perincian sebagai berikut : 

 

No 
Program dan 

Kegiatan 

Anggaran 
Bertambah/ 

berkurang 
keterangan Sebelum 

Pergeseran 

Setelah 

Pergeseran 

1. Belanja Tidak 

Langsung 

...................... 

     ................. 

 

    

2. Belanja Langsung 

............... 

    .................. 

    

 

 

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya  

 

 

 

Banjar,.......................... 

Kepala 

 

 

ttd 

 

Drh. Yayat Supriyatna 

NIP. 480 092 683 


